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PERMENDAG KETENTUAN IMPOR
Permendag No. 20 Tahun 2021 jo.

Permendag No. 25 Tahun 2022



A.  LANDASAN  HUKUM  PENGATURAN  IMPOR

► Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Paragraf 8, Pasal 46 :

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5512) diubah sebagai berikut: 

 Pasal 38 Ayat (1) : Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar

Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. 

 Pasal 47 :

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang

yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor

dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

► Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan

Pengaturan Impor

TUJUAN PENGATURAN

► Membangun, mempercepat, dan melindungi

sektor tertentu di dalam negeri;

► Menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca

perdagangan;

► Memagari Kepentingan Nasional Dari Aspek

K3LM (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, 

Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa);

► Mendorong penggunaan produksi dalam negeri;

► Meningkatkan ekspor non migas;

► Menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri 

yang sehat serta iklim usaha yang kondusif;

► Pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan

Perdagangan dengan negara mitra dagang;

► Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan 

Luar Negeri.
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Perubahan Mendasar dalam

Pengaturan Terkait Bidang Perdagangan Luar Negeri

POKOK 

PERUBAHAN

Perizinan Ekspor dan Impor didasarkan pada NERACA KOMODITAS yang 

diatur dalam Pepres No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Dalam hal

Neraca Komoditas belum ditetapkan, penerbitan Persetujuan Ekspor dan 

Impor didasarkan pada data yang tersedia dan rekomendasi ekspor-impor

berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan

Permohonan Perizinan Ekspor dan Impor melalui Sistem Tunggal yang 

Terintegrasi / Single Submission (SSM) dan 100% Mandatory Online 

(Sistem Indonesia National Single Window)

Pengaturan FIKTIF POSITIF untuk Perizinan Ekspor dan Impor, 

Perizinan akan terbit otomatis jika melewati SLA (5 hari)
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KONSOLIDASI PERATURAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI:
• EKSPOR : 31 Permendag yang mengatur 16 Komoditi, menjadi Permendag 19/2021
• IMPOR : 84 Permendag yang mengatur 40 Komoditi, menjadi Permendag 20/2021 jo. No. 25/2022



KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

1. Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

2. Importir hanya dapat memilih NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P,

dengan ketentuan:

a. NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang

tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

b. NIB yang berlaku sebagai API-P hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang

tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong,

dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

3. Perizinan Berusaha (PB) di bidang impor dalam bentuk Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen

(IP) dan Persetujuan Impor (PI).

4. Permohonan PB diajukan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window

(SINSW).

Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik, Importir harus memiliki hak akses yang dapat

diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli

paling sedikit berupa: NPWP atau NIK (orang perseorangan); NPWP (BUMN atau Yayasan); atau NIB

dan NPWP (Koperasi dan Badan Usaha).

B. POKOK –POKOK  PENGATURAN  
PERMENDAG  NO.  20  TAHUN  2021  jo.  PERMENDAG  NO.  25  TAHUN  2022
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5. PB diterbitkan menggunakan Digital Signature dan mencantumkan QR Code dengan SLA 

5 hari kerja (fiktif positif) serta diterbitkan melalui Sistem INSW.

6. PB diterbitkan berdasarkan Neraca Komoditas, dalam hal belum terdapat Neraca

Komoditas diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data 

yang tersedia.

7. Ketentuan perubahan dan perpanjangan PB.

8. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri 

dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru

9. Ketentuan wajib verifikasi dan/atau penelusuran teknis impor dan penentuan tempat

pemasukan barang impor, pengaturan post border, dan kewajiban pencantuman

nomor PI dan nomor LS dalam PIB (Stranas PK).

10. Pengecualian NIB dan/atau PB.

11. Kewajiban dan Sanksi.

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
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INSTRUMEN  PENGATURAN  IMPOR

PERIZINAN BERUSAHA

• IMPORTIR TERDAFTAR (IT)

• IMPORTIR PRODUSEN (IP)

• PERSETUJUAN IMPOR (PI)

VERIFIKASI ATAU 

PENELUSURAN TEKNIS

PELABUHAN 

TERTENTU

BORDER /

POST BORDER
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Importir SSM Perizinan

Tahap Pemrosesan

DJP 

Online
OSS

NIB KSWP

Validasi Data

Validasi Persyaratan

oleh Pemroses

Penerbitan oleh

Direktur Jenderal

Clearance

CEISA
Ditjen Bea 

dan Cukai

ALUR  PERMOHONAN  PERIZINAN  IMPOR
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ALUR  PEMROSESAN  PERMOHONAN  PERIZINAN  IMPOR

Alur Proses Inatrade Via SSM Perizinan

Pelaku Usaha Melakukan
Registrasi Hak Akses

Inatrade di Sistem INSW

Pelaku Usaha 
Mendapatkan Username 
dan Password Via Email

Pelaku Usaha Login ke
Sistem INSW

Pelaku Usaha 
Mengajukan

Permohonan di Sistem
INSW

Data pengajuan
diteruskan ke INATRADE 

via WebService

Data Pengajuan Diterima
INATRADE dan Petugas

Memeriksa Data 
Pengajuan Pelaku Usaha

Permohonan Disetujui
Oleh Dirjen Atas Nama 
Menteri Perdagangan

Dokumen Perizinan yang 
sudah disetujui

diteruskan ke Sistem
INSW via WebService

Dokumen Perizinan
diteruskan ke Pelaku 
Usaha Oleh Sistem

INSW

2

3 4

1

8

76

5

9
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Kewajiban Pelaporan Realisasi
Laporan Realisasi Melalui SINSW diteruskan ke INATRADE

Importir pemilik Perizinan Berusaha:

Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Importir pemilik Laporan Surveyor:

Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Importir pemilik Surat Keterangan:

1. Paling Lambat 15 hari kerja setelah masa berlaku Surat 

Keterangan Impor Barang berakhir untuk Surat Keterangan

Transaksional, atau

2. Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk Surat 

Keterangan Non Transaksional (Periodik)

Sanksi Kepatuhan Pelaku Usaha

Perizinan Berusaha:

1. Peringatan Secara Elektronik

2. Pembekuan Perizinan Berusaha

3. Penangguhan Penerbitan Perizinan Berusaha

4. Pencabutan

5. Tidak Dapat Mengajukan Perizinan Berusaha

Laporan Surveyor:

1. Peringatan Secara Elektronik

2. Rekomendasi Penangguhan Pelayanan Verifikasi Teknis / Penelusuran Teknis

3. Pencabutan

4. Tidak Dapat Mengajukan Perizinan Berusaha

Surat Keterangan:

1. Peringatan Secara Elektronik

2. Penangguhan Penerbitan Surat Keterangan Pengecualian Impor berikutnya

selama 6 bulan / Pembekuan Surat Keterangan

3. Pencabutan

NIB Yang Berlaku Sebagai API:

1. Peringatan Secara Elektronik

2. Rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API

Perubahan Profil Pelaku Usaha:

Pembekuan Perizinan Berusaha

NIB Yang Berlaku Sebagai API:

wajib melaporkan Realisasi Impor Barang yang tidak diberlakukan

kebijakan dan pengaturan Impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi

setiap akhir bulan Januari, April, Juli, Oktober, dan Desember melalui

http://inatrade.kemendag.go.id

KEWAJIBAN  PELAPORAN  REALISASI  DAN  
SANKSI  KEPATUHAN  PELAKU  USAHA
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6

• Perijinan Berusaha Impor (IT, IP, PI, LS, Border/Post Border)

• 43 kelompok komoditi

• 3677 pos tarif/HS uraian barang

Diagram Alir Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha Di Bidang Impor

3 Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru

• Perijinan Berusaha Impor (IT, IP, PI, LS, Border/Post Border)

• 6 kelompok komoditi

• 668 pos tarif/HS uraian barang

5

• Barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk kegiatan usaha

• 31 kelompok komoditi

• Dengan output Surat Keterangan (SUKET) dari Kemendag, atau tanpa SUKET

• Barang yang dikecualikan impornya dan untuk kegiatan usaha

• 9 kelompok komoditi

• Dengan output Surat Keterangan (SUKET) dari Kemendag, atau tanpa SUKET

• Daftar Komoditas Yang Pengawasannya Dilakukan Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border) Dan 

Masuk Dalam Barang Pangan Strategis Cakupan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)

• 5 kelompok komoditi

• 26 pos tarif/HS uraian barang

LAMPIRAN  PERMENDAG   NO.  20  TAHUN  2021  
jo.  PERMENDAG  NO.  25  TAHUN  2022
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MATRIKS  PERIZINAN (LAMPIRAN  I  DAN  III)

No Komoditi Tata Niaga Pelabuhan 

Tujuan

Pengawasan Jumlah

HSIT IP PI LS B PB

1 Garam PI LS P. Terdekat B 5

2 Hasil Perikanan PI PB 387

3 Ponsel IT PI LS 3

4 Sakarin Siklamat Preparat PI LS PB 6

5 Intan Kasar PI LS PB 3

6 Produk Tertentu LS P. Tertentu PB 559

7 Minyak Bumi, Gas Bumi, dan

Bahan Bakar Lain

PI B 37

8 Limbah Non B3 sebagai

Bahan Baku Industri

PI LS P. Tertentu B 66

9 Prekursor Non Farmasi IT IP PI LS B 24

10 Bahan Berbahaya IT IP PI LS P. Tertentu B 94

11 Bahan Perusak Lapisan Ozon PI LS B 9

12 Nitrocellulose IT IP PI LS B 4
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MATRIKS  PERIZINAN (LAMPIRAN  I  DAN  III)

No Komoditi Tata Niaga Pelabuhan 

Tujuan

Pengawasan Jumlah

HSIT IP PI LS B PB

13 Baterai Lithium tidak baru IP LS B 13

14 Barang Berbasis Sistem

Pendingin

LS PB 51

15 Bahan Peledak IT IP PI LS 19

16 Besi Baja, Baja Paduan, dan

Produk Turunannya

PI LS B 498

17 Ban PI LS PB 33

18 Mesin Multifungsi Berwarna, 

Mesin Fotokopi Berwarna, dan

Mesin Printer Berwarna

PI LS PB 14

19 Bahan Baku Plastik PI PB 3

20 Pelumas (Bahan Baku) PI PB 1

21 Perkakas Tangan (Setengah

Jadi)

PI LS PB 6

22 Semen Clinker dan Semen PI LS PB 6

23 Pupuk PI PB 7
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MATRIKS  PERIZINAN (LAMPIRAN  I  DAN  III)

No Komoditi Tata Niaga Pelabuhan 

Tujuan

Pengawasan Jumlah

HSIT IP PI LS B PB

24 Keramik LS PB 54

25 Kaca Lembaran LS PB 38

26 Hewan dan Produk Hewan PI PB 181

27 Beras PI LS B 13

28 Jagung PI PB 2

29 Mutiara PI LS PB 4

30 Gula PI LS B 6

31 Produk Kehutanan PI PB 441

32 Bawang Putih PI LS PB 1

33 Produk Hortikultura PI LS PB 32

34 Calon Induk, Induk, Benih 

Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara 

PI PB 72

35 Pakaian Jadi dan Aksesori 

Pakaian Jadi 

PI LS P. Tertentu PB 325

36 Tekstil Dan Produk Tekstil

(TPT)

PI LS B 454
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MATRIKS  PERIZINAN (LAMPIRAN  I  DAN  III)

No Komoditi Tata Niaga Pelabuhan 

Tujuan

Pengawasan Jumlah HS

IT IP PI LS B PB

37 Tekstil Dan Produk Tekstil Batik 

Dan Motif Batik

PI LS P. Tertentu B 76

38 Minuman Beralkohol IT PI P. Tertentu B 53

39 Bahan Baku Minuman 

Beralkohol

PI LS P. Tertentu B 10

40 Alas Kaki, Elektronik, serta

Sepeda Roda Dua dan Roda

Tiga

PI LS B 13

41 BMTB PI LS PB 586

42 Barang Komplementer, Barang

untuk Keperluan Tes Pasar, 

dan Pelayanan Purna Jual

PI 121 Sektor / 

Sub sektor / 

Barang
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MATRIKS  PENGECUALIAN  (UNTUK KEGIATAN USAHA)
LAMPIRAN  V

Jumlah kategori pengecualian per kelompok komoditi:

Jumlah

Pengecualian

Kelompok Komoditi

1 Besi atau Baja, dan Produk Turunannya

2 Ban

1 Semen Clinker dan Semen

1 Keramik

1 Kaca Lembaran

1 Produk Tertentu

1 HKT

3 Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar,

dan Pelayanan Purna Jual

1 BMTB (Suket K3S)
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Produk Hortikultura

Produk Tertentu

Alas Kaki

Sepeda Roda Dua dan Tiga

C.  PERIJINAN BERUSAHA DI  BIDANG  IMPOR



DASAR HUKUM PENGATURAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

• Penerbitan persetujuan Impor oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan neraca

komoditas. 

• Dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan, penerbitan persetujuan Impor

oleh  Menteri akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan  data yang tersedia.

• Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. 

• Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: 

a. Perizinan

b. Standar; dan 

c. pelarangan dan pembatasan. 

UU PERDAGANGAN
UU No. 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan yang diubah
dengan Pasal 46 UU No. 11
Tahun 202 tentang Cipta Kerja

PERATURAN PEMERINTAH
a. Pasal 559 PP Nomor 5 Tahun

2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

b. Pasal 6 ayat (6) dan (7) PP
Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan

UU HORTIKULTURA
UU No. 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura yang diubah dengan
Pasal 33 UU No. 11 Tahun 202 
tentang Cipta Kerja

• Pelaku usaha yang akan melakukan impor produk hortikultura wajib memiliki Persetujuan Impor dari Kementerian 
Perdagangan.

• Untuk mendapatkan PI, pelaku usaha harus melampirkan data yang tersedia, dalam hal NK belum tersedia. 

PERMENDAG 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan 
Pengaturan Impor sebagaimana diubah
dengan Permendag 25/2022 
(Permendag 20/2021)

• Impor produk hortikultura wajib memperhatikan: a. keamanan pangan produk hortikultura; b. persyaratan kemasan

dan pelabelan; c. standar mutu; dan ketentuan keamanan dan pelindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, 

tumbuhan, dan lingkungan.. 

• Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perrzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 
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V

JENIS PERIZINAN IMPOR BERDASARKAN TUJUAN IMPOR

PERMENDAG 20/2021

IMPOR UNTUK KEGIATAN USAHA (LAMPIRAN I)

PASAL 4

“Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki

Perizinan Berusaha di bidang Impor dari Menteri sebelum Barang masuk ke

dalam Daerah Pabean.”

IMPOR TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA (LAMPIRAN IV)

PASAL 24

Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir

dikecualikan dari pemenuhan NIB, pemenuhan Perizinan Berusaha

dan/atau dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran

Teknis.

PERSETUJUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
SURAT KETERANGAN

PI Produk Hortikultura digunakan sebagai:

dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah

melalui kawasan pabean (post border).

Surat Keterangan dapat berlaku untuk satu kali pengiriman atau 

lebih dari dari satu kali pengiriman.

Nanas 

(08.04)

Kentang

(07.01)

Bawang

Bombay 

(07.03)

Wortel

(07.06)

Cabe

(07.09)

Pisang

(08.03)

Jambu

(08.04) 

Jeruk

(08.05)Anggur

(08.06)

Mangga 

(08.04) 

Cabe Kering

(09.04)

Durian (08.10)

Apel (08.08)

dll

KOMODITI PRODUK HORTIKULTURA
Lampiran I Permendag No. 20 Tahun 2021



KeteranganMasa BerlakuPersyaratanJenis Perizinan

-

PERPANJANGAN
PERSETUJUAN 

IMPOR

1. PI yang masih berlaku yang masih berlaku;
2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan;
3. Laporan realisasi impor; dan
4. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).

Masa berlaku
perpanjangan PI paling 
lama 30 (tiga puluh) 
hari.

Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:
a. Barang telah dikapalkan; dan
b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang 

diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: 
bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.

DOKUMEN PERSYARATAN PI PRODUK HORTIKULTURA

Jumlah : 32 Kode HS Pengawasan : Post Border 
Jenis Perizinan Berusaha: Persetujuan Impor

perubahan identitas importir:
- PI yang masih berlaku; dan 
- Dokumen yang mengalami perubahan.

perubahan Pos Tarif/HS, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, 
pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor:
- PI yang masih berlaku yang masih berlaku; 
- Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, (API-P atau

API-P);
- Perubahan Surat Penugasan dari Menteri BUMN; dan 
- Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.

Masa berlaku
perubahan PI 
selama sisa masa 
berlaku PI

PERUBAHAN
PERSETUJUAN 

IMPOR

PERSETUJUAN 
IMPOR

(API-U atau API-P)

Paling lama 1 (satu) 
tahun takwim

Penerbitan PI berdasarkan:
• NK dalam hal NK telah ditetapkan; atau
• Data yang tersedia, dalam hal NK belum

ditetapkan.

1. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;
2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat 

penyimpanan dan alat transportasi;
3. Bukti penguasaan alat transportasi; dan
4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage)

1. Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan

2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum 
ditetapkan.

PERSETUJUAN 
IMPOR

(BUMN API-U)

Paling lama 1 (satu) 
tahun takwim

Penerbitan PI berdasarkan:
• NK dalam hal NK telah ditetapkan; atau
• Data yang tersedia, dalam hal NK belum

ditetapkan, dan hasil rakortas

Wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran
Teknis Impor di Negara Asal Barang. 



DOKUMEN PERSYARATAN PI PRODUK HORTIKULTURA



PRODUK TERTENTU
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Terdapat 232 HS
Code

Terdapat 87 HS Code

Terdapat 37 HS Code

Terdapat 21 HS Code

Terdapat 37 HS Code

Terdapat 38 HS Code

Terdapat 107 HS
Code

KOMODITI PRODUK TERTENTU
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PENGATURAN PELABUHAN TUJUAN 
IMPOR PRODUK TERTENTU

Seluruh Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui:

pelabuhan laut:

Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New
Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,
Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di
Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di
Cilegon;

pelabuhan udara:

Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta
di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang,
Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di
Makassar.

pelabuhan darat:

Cikarang Dry Port
(Jababeka) di Bekasi;

pelabuhan laut:

Dumai di Dumai, Jayapura di
Jayapura, dan Tarakan di Tarakan

Hanya Untuk:

Produk Makanan dan Minuman

pelabuhan laut:

Krueng Geukuh di Aceh Utara

Hanya Untuk:

Produk Makanan Minuman, Barang
Tekstil Sudah Jadi Lainnya, Elektronik,
dan Alas Kaki

pelabuhan laut:

Kuala Langsa di Langsa

Hanya Untuk:

Produk Makanan Minuman, Mainan
Anak, Elektronik, dan Alas Kaki

Pengaturan Khusus :

Mekanisme Pengawasan

Pemeriksaan dokumen dilakukan
Setelah Melalui Kawasan Pabean
(Post Border)
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PENGATURAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PersyaratanLartas
Peruntuka

n

API-U Laporan Surveyor

API-P

Pelaku

sebagai barang
modal, Bahan
Baku, Bahan
Penolong,
dan/atau bahan
untuk mendukung
proses produksi.

Laporan Surveyor

Surat Keterangan

Persetujuan Impor

Laporan Surveyor

Barang
Komplementer,
Barang Keperluan
Tes Pasar,
dan/atau Barang
Pelayanan Purna
Jual.

untuk tujuan
diperdagangkan

1. Importir pemilik API-P;
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Bukti hubungan istimewa dengan

perusahaan di luar negeri, untuk impor
barang manufaktur sebagai barang
komplementer; dan

4. Data yang tersedia, dalam hal Neraca
Komoditas belum ditetapkan.

Surat pernyataan yang menyatakan barang
yang diimpor akan digunakan sebagai barang
modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong
yang terkait dengan Industrinya

Masa Berlaku

Transaksional

1 (satu) tahun
takwim

Transaksional

Transaksional

NIB yang berlaku sebagai API-U serta
dokumen pendukung lainnya sesuai dengan

komoditi

NIB yang berlaku sebagai API-P serta dokumen
pendukung lainnya sesuai dengan komoditi

NIB yang berlaku sebagai API-P serta dokumen
pendukung lainnya sesuai dengan komoditi

Transaksional

Impor Produk Tertentu dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U) 



ALAS KAKI, ELEKTRONIK, DAN SEPEDA 
RODA DUA SERTA RODA TIGA
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Persetujuan Impor
Rencana impor selama 1 (satu) tahun, 
dalam hal Neraca Komoditas belum 
ditetapkan 

Perubahan Persetujuan Impor
1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih 
berlaku; 
2. Perubahan rencana impor, dalam 
hal Neraca Komoditas belum 
ditetapkan 

PERSETUJUAN IMPOR 
ALAS KAKI

(API-U)

Paling lama 1 (satu) 
tahun. 

Instrumen (Lartas)Masa BerlakuPersyaratan
Jenis

Perizinan
Instrumen (Lartas) berupa:
Persetujuan Impor (PI) dan Laporan 
Surveyor (LS)

Jumlah Pos Tarif/HS : 6
Alas kaki dengan sol luar dari karet, 
plastik, kulit samak atau kulit 
komposisi dan bagian atasnya dari 
bahan tekstil: 
1. 6404.11.10
2. 6404.11.20
3. 6404.11.90
4. 6404.19.10
5. 6404.19.90
6. 6404.20.00

PENGATURAN IMPOR ALAS KAKI

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 j.o Peraturan
Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan 

Pengaturan Impor



|  Kemendag.go.id

Persetujuan Impor
Rencana impor selama 1 (satu) tahun, 
dalam hal Neraca Komoditas belum 
ditetapkan 

Perubahan Persetujuan Impor
1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga
(API-U) yang masih berlaku; 
2. Perubahan rencana impor, dalam 
hal Neraca Komoditas belum 
ditetapkan 

PERSETUJUAN IMPOR 
SEPEDA RODA DUA DAN 

RODA TIGA
(API-U)

Paling lama 1 (satu) 
tahun. 

Instrumen (Lartas)Masa BerlakuPersyaratan
Jenis

Perizinan

Instrumen (Lartas) berupa:
Persetujuan Impor (PI) dan Laporan 
Surveyor (LS)

Jumlah Pos Tarif/HS : 4
Sepeda roda dua dan sepeda lainnya
(termasuk sepeda roda tiga untuk
mengantar), tidak bermotor.
1. 8712.00.10
2. 8712.00.20
3. 8712.00.30
4. 8712.00.90

PENGATURAN IMPOR SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 j.o Peraturan
Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan 

Pengaturan Impor
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Persetujuan Impor
Rencana impor selama 1 (satu) tahun, 
dalam hal Neraca Komoditas belum 
ditetapkan 

Perubahan Persetujuan Impor
1. PI Elektronik (API-U) yang masih 
berlaku; 
2. Perubahan rencana impor, dalam 
hal Neraca Komoditas belum 
ditetapkan 

PERSETUJUAN IMPOR 
ELEKTRONIK (AC)

(API-U)

Paling lama 1 (satu) 
tahun. 

Instrumen (Lartas)Masa BerlakuPersyaratan
Jenis

Perizinan
Instrumen (Lartas) berupa:
Persetujuan Impor (PI) dan Laporan 
Surveyor (LS)

Jumlah Pos Tarif/HS : 3
Mesin pengatur suhu udara (AC): 
1. ex 8415.10.20: Dengan kapasitas 

pendinginan tidak melebihi 21,10 
kW

2. ex 8415.10.30: -- Dengan kapasitas
pendinginan melebihi 21,10 kW 
tetapi tidak melebihi 26,38 kW

3. ex 8415.10.90: -- Lain-Lain

PENGATURAN IMPOR ELEKTRONIK (AC)

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 j.o Peraturan
Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan 

Pengaturan Impor
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POIN PENGATURAN (1)

Pengaturan Peralihan Permendag No. 20 Tahun 2021 – Permendag No. 25 Tahun 2022

Permendag No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

PASAL II ayat 1 huruf a dan huruf b:

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen,
dan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

b. Surat Keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
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POIN PENGATURAN (2)

PENGATURAN PERALIHAN IMPOR PRODUK HEWAN OLAHAN YANG BERASAL DARI NON HEWAN

Permendag No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

PASAL II ayat 1 huruf c dan huruf d

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

c. Ketentuan mengenai Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan yang berasal dari non
hewan terhadap barang dengan Pos Tarif/HS 1901.10.20, 1901.90.31, 1901.90.32,
1901.90.39, 2105.00.00 dan 2202.99.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan
Impor, dinyatakan masih tetap berlaku untuk produk hewan olahan yang berasal dari non
hewan yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan
dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1), tanpa dilengkapi dengan
Laporan Surveyor.

d. Impor produk tertentu dengan Pos Tarif/HS ex. 1901.10.20, ex. 1901.90.31, ex. 1901.90.32,
ex. 1901.90.39, ex. 2105.00.00 dan ex. 2202.99.10 yang berasal dari non hewan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, yang tiba di pelabuhan tujuan sejak tanggal 1 Januari 2023 yang
dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1), harus disertai dengan
Laporan Surveyor.
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POIN PENGATURAN (3)

Pelaksanaan Impor Produk Tertentu oleh API-P

Pasal 3 ayat (5) dan (6)
(5) NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diberikan kepada Importir

yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, Bahan
Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

(6) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang untuk diperdagangkan atau
dipindahtangankan kepada pihak lain.

API-P

sebagai barang
modal, Bahan
Baku, Bahan
Penolong,
dan/atau bahan
untuk mendukung
proses produksi.

Laporan Surveyor

Surat Keterangan

Persetujuan Impor

Laporan Surveyor

Barang
Komplementer,
Barang Keperluan
Tes Pasar, dan/atau
Barang Pelayanan
Purna Jual.

LAMPIRAN I 
Pasal 3 ayat (5) dan 

(6)

LAMPIRAN IV

Dikecualikan LS
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NERACA KOMODITAS



Dasar Pengaturan Perizinan Berusaha di Bidang

Impor (komoditas NK)

a. UU 11 Tahun 2020

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko (PP 5 Tahun 2021); dan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29 

Tahun 2021). 

d. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang

Neraca Komoditas.

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun

2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (telah 

direvisi, proses pengundangan)

Terhadap Komoditas yang sudah wajib Neraca Komoditas maka

Pengajuan Perizinan Berusaha di bidang Impor harus melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)

PERUBAHAN NK

Pasal 23 
Perubahan yang mencakup: pelabuhan tujuan, negara asal, pelabuan muat, waktu

pemasukan dapat dilakukan pada saat pemberian Persetujuan Impor. Dalam hal

perubahan yang terkait dengan kelengkapan dokumen kekarantinaan dapat dilakukan

berdasarkan pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian Pembina sektor komoditas melalui SNANK. 

Pasal 25

Dalam hal perubahan terdapat perubahan pada Neraca Komoditas, pelaku usaha

mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor melalui SNANK, masa berlaku

perubahan Persetujuan Impor sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. 

PASAL 17

Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang

kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor kepada menteri/kepala lembaga

pemerintah nonkementerian terkait melalui SNANK.

A.  LANDASAN  HUKUM  NERACA  KOMODITAS

34

PASAL 1 Ayat (1) 

Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan

produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam

kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional..
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B.  BUSINESS CYCLE  NERACA  KOMODITAS

Penyiapan
Struktur Neraca

Komoditas

Penyesuaian
dan Integrasi

Sistem Aplikasi

Sosialisasi / 
Asistensi

Pelaksanaan
Neraca

Komoditas

Pengajuan
Perizinan

Berusaha di 
Bidang Eksim

Monitoring dan
Evaluasi
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TIMELINE PENYUSUNAN,  PENETAPAN,  DAN MONEV  NERACA  KOMODITAS

Pasal 8 ayat (11)  

Perpres 32/2022

Sept*
Pengajuan

permohonan usulan

kebutuhan dari

pelaku usaha

Okt*

Penetapan  Rencana  

Kebutuhan dan  Recana 

Pasokan  oleh K/L

Monev NK**

Monitoring dan  Evaluasi

(setiap 3  bulan sekali atau

sewaktu-waktu)

Des*

Penetapan NK

Pasal 13 ayat (2) dan

Pasal 15 ayat (2)  

Perpres 32/2022

Pasal 16 ayat (7) Pasal 31 ayat (2)

Perpres 32/2022.

Ket:

*) tahun sebelum ditetapkan NK

**) tahun setelah NK ditetapkan

 Berdasarkan Perpres No. 32/2022 penyusunan dan penetapan NK dilaksanakan dalam Siklus Tahunan
 NK ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila ada perubahan akan menggunakan mekanisme yang 

ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan NK (melalui mekanisme Rakor melibatkan seluruh K/L terkait)

Mohon update penyusunan Struktur NK komoditas masing-masing K/L pembina sektor
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C.  PENAHAPAN  IMPLEMENTASI  NERACA  KOMODITAS

Implementasi atas Neraca Komoditas saat ini (Tahap I) telah dilakukan atas 5 komoditi

TAHAP I

(TAHUN 2021)

TAHAP II

(TAHUN 2022)
SELURUH KOMODITAS yang memiliki Lartas PE/PI (Perizinan berusaha impor dalam

Permendag No. 20/2021 mencakup 43 kelompok komoditi dan 3511 pos tarif/HS uraian barang

Pasal 29

(1) Penetapan komoditas yang penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impornya dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas

dilakukan secara bertahap.

(2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada tahun 2021 terdii atas komoditas:

a. beras;

b. gula;

c. daging lembu;

d. pergaraman; dan

e. Perikanan.

(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada tahun 2022 terdiri atas komoditas selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

1. Penegasan penafsiran Pasal 29 ayat (3) bahwa Neraca Komoditas Tahun 2022 disusun untuk seluruh HS komoditas yang diatur PI/PE 

nya pada Permendag tentang tata niaga ekspor/impor

2. Terdapat 174 PI/PE komoditas pada SSm perizinan
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D.  PROSEDUR PENGAJUAN NERACA  KOMODITAS

Output yang diharapkan dari proses harmonisasi:

 Referensi komoditas yang terstandar

 Kesepakatan standar satuan

 Keselarasan layanan RK KL Hulu dengan Layanan Izin Final KL Hilir

 Format baku neraca

 Kesepakatan kebutuhan data & informasi yang menjadi concern KL

 Kesepakatan source dan kontributor data pasokan, dll

 Usulan Komoditas

 Usulan Referensi Komoditas

 Klasifikasi barang

 Kode HS

 Uraian barang yang diatur tata niaganya

oleh K/L teknis

 Dokumen syarat

 Kewajiban khusus (misal wajib tanam)

 Konsern khusus (misal registrasi, PNBP, 

elemen data tertentu)

 Peraturan Menteri/dasar hukum

 Kesiapan inhouse system existing

 Konfirmasi Hasil Sinkronisasi Tata 

Niaga

 Sinkronisasi usulan komoditas K/L 

Teknis dengan komoditas Lartas

 Harmonisasi persyaratan

 Pendefinisian Data Tersedia sebagai

Persyaratan Pengajuan Permohonan

Perizinan

 Cakupan data tersedia

 Konfirmasi penyediaan cetakan NK-

SSm Izin

Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan

Standar Sinas NK

 Sinkronisasi dengan 8 grup template 

klasifikasi barang Sinas NK

 Kajian peningkatan efisiensi dokumen syarat

(minimalisir repetisi/duplikasi)

 Fasilitasi kewajiban khusus (misal wajib

tanam)

 Fasilitasi konsern khusus (misal registrasi, 

PPNBP, elemen data tertentu)

 Antisipasi integrasi sistem/pemanfaatan

inhouse sistem SNANK

 Harmonisasi konsern K/L teknis pada probis

hulu dan konsern Kemendag pada probis hilir

 Antisipasi transformasi output K/L dari

rekomendasi menjadi output sesuai Standar

Sinas NK

PROBIS HULU – K/L TEKNIS PROBIS HILIR - KEMENDAGHARMONISASI – Kemenko Ekon dan LNSW
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E.  PERUBAHAN  NERACA  KOMODITAS

KETENTUAN PERUBAHAN NERACA KOMODITAS

Perubahan NK dapat dilakukan dalam hal:

1. Bencana Alam

2. Bencana Non Alam

3. Investasi Baru

4. Program Prioritas Nasional

5. Kondisi Lainnya

Monitoring dan Evaluasi:

1. Setiap 3 bulan

2. Sewaktu-waktu dalam hal diperlukan

Pelaku Usaha yang mengajukan kembali usulan RK karena ditolak pada tahap verifikasi oleh K/L 

Pembina Komoditas, dan tidak dapat memenuhi persyaratan sampai dengan NK ditetapkan
Pengajuan Baru

Pelaku Usaha yang belum pernah mengajukan usulan RK sampai dengan NK ditetapkan

Pelaku Usaha yang melakukan perubahan RK pada NK yang telah ditetapkan
Perubahan atas Pengajuan

sebelumnya

Mempengaruhi data kebutuhan dan pasokan

Nasional

Tidak mempengaruhi data perhitungan kebutuhan

dan pasokan nasional:

 Negara Asal

 Pelabuhan Tujuan

 Pelabuhan Muat

 Waktu Pemasukan

Perpres No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas: 

 Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), menteri/ kepala lembaga pemerintah

nonkementerian pembina sektor komoditas menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas melalui SNANK. (Pasal 22 ayat (1))

 Monitoring dan Evaluasi atas penyusunan Neraca Komoditas dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila

dibutuhkan (Pasal 31)

Pengajuan Baru



TERIMA
KASIH

Direktorat Impor

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kementerian Perdagangan



MEDIA PUBLIKASI

DITJEN DAGLUDITJENDAGLU.KEMENDAG.GO.ID DITJEN.DAGLU

KONSULTASI ONLINE Senin - Jumat

10.00 – 15.00 WIB

Direktorat Ekspor Produk

Pertanian dan Kehutanan

ID: 592 008 4499

Passcode: dektanhut

Direktorat Ekspor Produk Industri
dan Pertambangan
ID: 610 066 5919
Passcode: dekintam

Direktorat Impor
ID: 799 863 7042
Passcode: ditimpor

0813 8350 0741

0813 8329 9146

0813 8329 9128

0813 8328 6289

Hanya Pesan Teks

Tatap Maya

MEDIA LAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI


